
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistern 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679t 

a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 285 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 ten tang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, RKPD dapat diubah dalam hal 
tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam 
tahun berjalan; 

b. bahwa telah terjadi perkembangan yang tidak sesuai 
dengan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan kerangka 
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, 
rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang 
mendasari perumusan Rencana Kerja Pemerintah 
Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan 
Pcraturan Bupati tentang Pcrubahan Rcncana Kcrja 
Pemerintah Daerah Ka bu paten Flores Timur 
Tahun 2017; 

BUPATI FLORES TIMUR, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2017 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR 
NOMOR ,43. f TAHUN 2017 

BUPATI FLORES TIMUR 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

Mengingat 

Menimbang 

r 



BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur. 
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur., 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA 
KERJA PEMRINTAH DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR 
TAHUN 2017. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 481 7); 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara 
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Penyusunan Pembangunan Daerah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

5. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Flores Timur Tahun 2006 Nomor 7 Seri E 
Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Daerah Nomor 17 Tahun 2011 ten tang Perubahan Atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 
Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kabupaten Flores Timur Tahun 2011 Nomor 17, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 
Nomor 0068); 

6. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Flores Timur 
Tahun 2012-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores 
Timur Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 0075); 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 
Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur 
Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Flores Timur Nomor 0085); 

8. Peraturan Bupati Nomor 31 tahun 2016 tentang Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur 
Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur 
Tahun 2016 Nomor 31); 



Pasal 5 

Kepala BPPPPD menelaah kesesuaian antara perubahan rencana kerja OPD 
dan Perubahan RKA-OPD dengan Perubahan RKPDI 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 4 

( 1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian, 
pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan RKPD. 

(2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), disampaiakan kepada Bupati melalui Kepala BPPPPD. 

Pasal 3 
Perubahan RKPD berfungsi sebagai: 
a. pedoman bagi OPD dalam menyusun perubahan rencana kerja OPD 

Tahun 2017; dan 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

c. BAB III 
d. BAB IV 

: Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD sampai dengan 
Triwulan II; 

: Rencana Program dan Kegiatan; dan 
: Penutup. 

b. BAB II 

dalam menyusun Rancangan 
dan Belanja Daerah Tahun 

b. pedoman bagi Pemerintah Daerah 
Perubahan Anggaran Pendapatan 
Anggaran 2017. 

(1) Perubahan RKPD memuat: 
a. BAB I : Pendahuluan; 

BAB II 
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal2 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Flores Timur; 

5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah 
Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten 
Flores Timur; 

6. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan 
Daerah yang selanjutnya disingkat BP4D adalah Badan Perencanaan 
Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Flores 
Timur; 

7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD 
adalah dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Flores 
Timur Tahun 2017; 

8. Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah yang 
selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi program dan kegiatan Organisasi Perangkat 
Daerah serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 
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IANTO TONCE MATUTINA 

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHON 2017 NOMOR ,43-1 
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BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 7 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores 
Timur. 


